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	Abstract: This study aims to analyze the role and performance of Expert Staff of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in supporting the constitutional functions of the House of Representatives, particularly its legislative, budgeting, and oversight functions. This study employs normative legal research using a Legal Case Study approach. Data were obtained through literature research and field research using focus group discussions (FGDs), and were analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings indicate that Expert Staff of the House of Representatives play a strategic role as part of the institutional supporting system by providing reviews, studies, analyses, data, and inputs required by Members of Parliament in carrying out their constitutional duties and functions. In the legislative function, Expert Staff support the formulation of draft laws and academic papers; in the budgeting function, they provide analyses concerning budgetary policies and management; while in the oversight function, they provide analyses of the implementation of legislation and government policies. In terms of performance, Expert Staff demonstrate work quality, timeliness, independence, and communication skills that contribute to the effectiveness of Members of Parliament. However, their performance is not yet fully optimal due to several challenges, including mismatches between expertise and assigned fields, recruitment issues, workload, time pressure, and the suboptimal utilization of Expert Staff outputs in decision-making. Therefore, competency-based recruitment, continuous capacity development, and more effective work management are required to strengthen the contribution of Expert Staff to the overall performance of the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui focus group discussion (FGD), kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Ahli DPR RI memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem pendukung (supporting system) melalui penyediaan telaahan, kajian, analisis, data, dan masukan yang dibutuhkan Anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Dalam bidang legislasi, Tenaga Ahli memberikan dukungan terhadap perumusan rancangan undang-undang dan naskah akademik; dalam bidang anggaran memberikan telaahan mengenai kebijakan dan pengelolaan anggaran; sedangkan dalam bidang pengawasan memberikan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Dari aspek kinerja, Tenaga Ahli menunjukkan kualitas kerja, ketepatan waktu, kemandirian, dan kemampuan komunikasi yang mendukung efektivitas tugas anggota DPR. Namun, kinerja tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian kompetensi dengan bidang yang didukung, persoalan rekrutmen, beban kerja, tekanan waktu, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil kerja Tenaga Ahli. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rekrutmen berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas secara berkala, serta pengelolaan kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi Tenaga Ahli terhadap kinerja DPR RI.
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PENDAHULUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menempatkan DPR pada posisi strategis dalam pembentukan hukum, pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran negara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut semakin kompleks seiring meningkatnya beban kerja dan dinamika persoalan yang harus dihadapi DPR. Dalam menjalankan fungsi legislasi, misalnya, anggota DPR tidak hanya membahas rancangan undang-undang yang diajukan Pemerintah, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dalam fungsi anggaran, DPR terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai anggaran negara, sedangkan dalam fungsi pengawasan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan pelaksanaan APBN. Kompleksitas tersebut menuntut adanya dukungan keahlian yang memadai. 
Kebutuhan terhadap dukungan tersebut melahirkan Tenaga Ahli DPR sebagai bagian dari sistem pendukung (supporting system). Keberadaan Tenaga Ahli diperlukan karena anggota DPR tidak selalu memiliki latar belakang keilmuan dan keahlian yang sesuai dengan seluruh bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, dukungan tenaga yang memiliki kompetensi tertentu diperlukan untuk menyediakan kajian, analisis, informasi, dan masukan yang dapat membantu anggota DPR melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya secara lebih efektif. 
Secara normatif, keberadaan Tenaga Ahli memperoleh dasar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam ketentuan tersebut, Tenaga Ahli alat kelengkapan DPR, Tenaga Ahli Anggota DPR, dan Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, yang menempatkan Tenaga Ahli sebagai bagian dari sistem pendukung DPR dengan keahlian tertentu. 
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 membagi Tenaga Ahli ke dalam tiga kelompok, yaitu Tenaga Ahli Anggota, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, dan Tenaga Ahli Fraksi. Untuk Tenaga Ahli Anggota, tugasnya antara lain mendampingi anggota dalam rapat, menyusun telaah, kajian dan analisis, menyiapkan bahan kunjungan kerja, menghimpun aspirasi masyarakat, mengikuti perkembangan isu strategis, memberikan masukan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala. 
Dukungan Tenaga Ahli secara khusus berkaitan dengan ketiga fungsi utama DPR. Dalam bidang legislasi, Tenaga Ahli memberikan telaahan mengenai perumusan rancangan undang-undang dan naskah akademik serta membantu pembahasan rancangan undang-undang bersama Pemerintah. Dalam bidang anggaran, Tenaga Ahli memberikan telaahan mengenai persoalan makroekonomi, kebijakan defisit, pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dana perimbangan, dan pembiayaan. Sementara dalam bidang pengawasan, Tenaga Ahli memberikan telaahan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, APBN, RPJM, dan kebijakan pemerintah lainnya. 
Dengan demikian, peran Tenaga Ahli tidak terbatas pada pekerjaan administratif, tetapi terutama terletak pada dukungan substansi dan keahlian yang dapat memperkuat kualitas pelaksanaan tugas anggota DPR. Produk kerja berupa kajian, analisis, telaahan, serta penyediaan data yang relevan dapat menjadi bahan bagi anggota DPR dalam memahami persoalan, menyusun argumentasi, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, kualitas dukungan Tenaga Ahli memiliki hubungan dengan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas kedewanan. 
Meskipun secara normatif peran Tenaga Ahli telah dirumuskan cukup jelas, persoalan tidak berhenti pada keberadaan dan pembagian tugasnya. Kinerja Tenaga Ahli menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana sistem pendukung tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja DPR. Tugas Akhir mengidentifikasi adanya persoalan seperti ketidaksesuaian latar belakang keilmuan Tenaga Ahli dengan bidang komisi yang didukung, sehingga masukan yang diberikan belum selalu relevan dan mendalam. Selain itu, terdapat kondisi ketika hasil masukan Tenaga Ahli tidak diteruskan atau dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan. 
Persoalan lainnya berkaitan dengan rekrutmen dan pengembangan kompetensi. Tugas Akhir mencatat bahwa proses rekrutmen Tenaga Ahli menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja karena adanya kebutuhan terhadap seleksi berbasis kompetensi dan kesesuaian bidang keahlian. Di samping itu, kinerja Tenaga Ahli juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti kompetensi, motivasi, dan ketersediaan sumber daya serta faktor eksternal seperti dinamika politik, regulasi, kebijakan organisasi, beban kerja, dan tekanan waktu. 
Kinerja Tenaga Ahli selanjutnya dapat dilihat dari kualitas produk kerja yang dihasilkan. Tugas Akhir menempatkan kualitas kerja sebagai salah satu aspek penting, yang tercermin dari ketepatan, kerapian, dan kelengkapan bahan rapat, pidato, maupun analisis kebijakan. Dalam konteks lembaga legislatif, produktivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah output, tetapi juga kualitas dukungan analitis yang diberikan kepada anggota DPR. Kajian yang berbasis data dan relevan dengan kebutuhan tugas anggota dapat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
Selain kompetensi teknis, hubungan kerja dan kemampuan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam menunjang kinerja Tenaga Ahli. Tugas Akhir menemukan bahwa kemampuan menjaga komunikasi, membangun hubungan kerja, menghargai perbedaan pendapat, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja turut berpengaruh terhadap efektivitas dukungan yang diberikan. Hubungan kerja yang sehat dan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mempercepat penyelesaian tugas, serta memperkuat kepercayaan antara Tenaga Ahli dan pihak yang didukung. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran dan kinerja Tenaga Ahli merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Peran yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanya akan memberikan dampak optimal apabila didukung oleh kompetensi, kualitas kerja, kemampuan analisis, komunikasi, dan pemanfaatan hasil kerja oleh anggota DPR. Sebaliknya, kinerja yang baik akan lebih bermakna apabila diarahkan secara tepat untuk mendukung kebutuhan nyata anggota, alat kelengkapan dewan, dan fraksi dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Tenaga Ahli Anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR serta kinerjanya dalam meningkatkan kinerja DPR. Fokus tersebut sejalan dengan rumusan masalah dalam Tugas Akhir, yaitu mengenai peran Tenaga Ahli dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR serta analisis kinerjanya dalam meningkatkan kinerja DPR. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kinerja Tenaga Ahli DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan ketatanegaraan mengenai sistem pendukung lembaga legislatif, sekaligus menjadi bahan masukan bagi penguatan kompetensi dan profesionalitas Tenaga Ahli dalam mendukung pelaksanaan tugas DPR. Temuan Tugas Akhir menunjukkan bahwa Tenaga Ahli berperan sebagai pendukung substansi dan keahlian akademis, sedangkan kualitas dukungan tersebut berdampak pada produktivitas dan efektivitas anggota DPR. 
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (Legal Case Study). Penelitian diarahkan pada pengkajian ketentuan hukum yang mengatur keberadaan, kedudukan, tugas, dan fungsi Tenaga Ahli DPR RI serta penerapannya dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional DPR. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara lebih konkret peran dan kinerja Tenaga Ahli dalam memberikan dukungan kepada anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas Akhir secara eksplisit menyebut metode penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum.

2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan fokus pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara yang menjadi objek kajian, khususnya berkaitan dengan keberadaan dan pelaksanaan tugas Tenaga Ahli sebagai bagian dari sistem pendukung DPR. Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan objek dan permasalahan yang dikaji dalam Tugas Akhir.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui laporan hasil wawancara mendalam dengan informan terpilih, focus group discussion (FGD), serta peraturan perundang-undangan dan catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang mewakili Tenaga Ahli Anggota DPR RI dan beberapa pakar hukum.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan peran dan kinerja Tenaga Ahli DPR RI. Studi lapangan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan informan terpilih, yaitu Tenaga Ahli Anggota DPR, Tenaga Ahli Fraksi, dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan.
Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan ketentuan hukum dan permasalahan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai peran Tenaga Ahli DPR RI dalam mendukung fungsi konstitusional DPR serta kinerjanya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada peran dan kinerja Tenaga Ahli DPR RI dalam mendukung fungsi konstitusional DPR, khususnya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembahasan difokuskan pada dukungan keahlian, kajian, analisis, penyediaan informasi, pemberian masukan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kinerja Tenaga Ahli. Penelitian tidak membahas seluruh aspek kelembagaan DPR di luar hubungan dan fungsi Tenaga Ahli sebagai bagian dari sistem pendukung DPR.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peran Tenaga Ahli DPR RI dalam Mendukung Fungsi Konstitusional DPR
Tenaga Ahli DPR RI merupakan bagian dari sistem pendukung (supporting system) yang dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian dan substansi kepada Anggota DPR, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi. Keberadaannya diperlukan karena pelaksanaan fungsi DPR semakin kompleks dan membutuhkan dukungan pengetahuan serta analisis yang tidak selalu dapat dipenuhi hanya dari kompetensi setiap anggota DPR.
Secara normatif, keberadaan Tenaga Ahli diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta diperjelas melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Tenaga Ahli terdiri atas Tenaga Ahli Anggota, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, dan Tenaga Ahli Fraksi, yang masing-masing memberikan dukungan sesuai ruang lingkup tugas pihak yang didukung.
Peran Tenaga Ahli Anggota antara lain mendampingi anggota dalam rapat, menyusun telaah, kajian dan analisis, menyiapkan bahan kunjungan kerja, menghimpun aspirasi masyarakat, mengikuti perkembangan isu strategis, memberikan masukan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Tenaga Ahli tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi memiliki fungsi substantif dalam menyediakan bahan yang dibutuhkan Anggota DPR untuk melaksanakan tugasnya.
Dalam fungsi legislasi, Tenaga Ahli memberikan dukungan berupa telaahan terhadap persoalan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk membantu perumusan rancangan undang-undang dan naskah akademik serta memberikan bahan dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama Pemerintah. Dukungan tersebut memungkinkan anggota DPR memperoleh bahan analitis yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi pembentukan undang-undang.
Dalam fungsi anggaran, peran Tenaga Ahli diarahkan pada penyediaan telaahan dan analisis mengenai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran negara, seperti kondisi makroekonomi, kebijakan defisit anggaran, pendapatan negara, pengeluaran pemerintah pusat, dana perimbangan, dan pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, anggota DPR memperoleh bahan yang dapat membantu memahami aspek teknis dan substansial dalam pembahasan kebijakan anggaran. 
Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, Tenaga Ahli memberikan telaahan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, APBN, RPJM, serta kebijakan pemerintah lainnya. Peran tersebut penting untuk membantu anggota DPR memperoleh informasi dan analisis yang relevan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Peran tersebut menunjukkan bahwa Tenaga Ahli pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung substansi dan keahlian akademis bagi anggota DPR. Tenaga Ahli membantu merumuskan analisis, kajian, serta menyediakan data yang akurat sebagai bahan dalam proses pelaksanaan tugas kedewanan. Dengan demikian, keberadaan Tenaga Ahli memperkuat kapasitas anggota DPR dalam memahami berbagai persoalan yang menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan Tenaga Ahli tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen, tetapi mencakup pemberian masukan dan konsultasi ahli yang dapat membantu anggota DPR menjalankan tugas secara lebih efektif. Tenaga Ahli dapat menyediakan analisis berbasis data, bahan kebijakan, serta informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota. Dukungan tersebut menjadi penting karena anggota DPR dapat menghadapi persoalan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian khusus di luar latar belakang keilmuan yang dimilikinya. 
Berdasarkan uraian tersebut, Tenaga Ahli DPR RI memiliki peran strategis sebagai sistem pendukung dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPR, terutama melalui penyediaan keahlian, kajian, analisis, data, dan masukan yang mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, peran Tenaga Ahli tidak dapat dipandang sebagai pelengkap administratif semata, tetapi sebagai unsur pendukung substantif yang membantu anggota DPR menjalankan tugas konstitusionalnya secara lebih efektif. Temuan tersebut sejalan dengan kesimpulan Tugas Akhir bahwa Tenaga Ahli berperan sebagai pendukung substansi dan keahlian akademis yang secara langsung berkaitan dengan penguatan ketiga fungsi utama DPR.

3.2 Kinerja Tenaga Ahli DPR RI dalam Meningkatkan Kinerja DPR
Kinerja Tenaga Ahli merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas sistem pendukung DPR. Peran yang secara normatif telah diberikan kepada Tenaga Ahli akan menghasilkan manfaat optimal apabila dilaksanakan melalui pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan Anggota DPR. Dalam konteks ini, kinerja Tenaga Ahli tidak hanya dilihat dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas substansi, ketepatan informasi, dan kemampuan memberikan dukungan yang relevan terhadap tugas kedewanan. 
Dari aspek kualitas kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Ahli berupaya menjaga ketepatan, kerapian, kelengkapan, dan kesesuaian produk kerja dengan standar kelembagaan DPR. Produk yang dihasilkan meliputi bahan rapat, pidato, telaahan, dan analisis kebijakan. Proses validasi internal, perhatian terhadap akurasi data, penggunaan bahasa formal, serta kesesuaian format menjadi bagian dari upaya mempertahankan mutu hasil kerja. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi kualitas kerja dinilai telah terpenuhi secara substantif, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada aspek inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. 
Aspek kuantitas kerja juga menjadi indikator penting karena Tenaga Ahli harus mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan yang muncul secara dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Ahli pada umumnya memiliki kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan dan cenderung proaktif menyiapkan bahan sebelum diminta. Sikap tersebut membantu memastikan bahwa kebutuhan anggota dalam rapat dan kegiatan kedewanan dapat dipenuhi tanpa selalu bergantung pada instruksi mendadak. Namun, beban kerja yang tiba-tiba dan padatnya agenda rapat masih menjadi kendala yang dapat memengaruhi pengelolaan kuantitas pekerjaan. 
Selanjutnya, ketepatan waktu menjadi bagian penting dari kinerja karena keterlambatan bahan analisis, bahan paparan, maupun naskah pidato dapat memengaruhi kesiapan Anggota DPR dalam forum resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan Tenaga Ahli dituntut bersikap proaktif dengan mengantisipasi kebutuhan anggota sebelum permintaan diberikan. Pola kerja tersebut mendukung efisiensi pelaksanaan tugas anggota, meskipun kebutuhan terhadap pengelolaan waktu dan pembagian beban kerja masih tetap diperlukan. 
Dari aspek kompetensi, kualitas kinerja Tenaga Ahli sangat bergantung pada kesesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan bidang pekerjaan yang didukung. Tugas Akhir mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli adalah ketidaksesuaian latar belakang keilmuan dengan bidang komisi tempat mereka bekerja. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masukan yang diberikan kurang relevan atau kurang mendalam. Karena itu, kompetensi substantif dan kesesuaian bidang keahlian menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sejauh mana Tenaga Ahli dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pekerjaan Anggota DPR. 
Persoalan kinerja juga berkaitan dengan mekanisme rekrutmen. Tugas Akhir mencatat bahwa proses rekrutmen merupakan salah satu hambatan karena terdapat kekhawatiran terhadap seleksi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, antara lain karena masih adanya pemilihan berdasarkan kedekatan pribadi atau rekomendasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan kualitas Tenaga Ahli serta memengaruhi kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dengan kompetensi tenaga yang direkrut. Dengan demikian, kualitas kinerja tidak hanya bergantung pada individu Tenaga Ahli, tetapi juga pada sistem rekrutmen dan pengembangan kompetensi yang diterapkan. 
Di samping kompetensi, faktor kemandirian kerja juga memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Tenaga Ahli yang mampu bekerja secara mandiri dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan tidak selalu memerlukan pengawasan secara terus-menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian tersebut telah berkembang menjadi bagian dari budaya kerja, sehingga Tenaga Ahli tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif tetapi juga sebagai mitra kerja yang kompeten dan proaktif. Meskipun demikian, koordinasi antarbidang tetap diperlukan agar tingkat kemandirian tidak menimbulkan perbedaan arah atau ketidaksinergisan dalam pelaksanaan tugas DPR. 
Hubungan interpersonal dan kemampuan komunikasi juga menjadi bagian dari kinerja Tenaga Ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Ahli pada umumnya mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan anggota DPR, rekan kerja, dan unit kerja lainnya. Sikap saling menghargai, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, serta kemampuan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi menjadi faktor yang membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hubungan kerja yang baik dapat mempercepat penyelesaian tugas, meningkatkan kepercayaan, dan membuat dukungan Tenaga Ahli lebih mudah diterima oleh pihak yang didukung. 
Secara keseluruhan, kinerja Tenaga Ahli berkontribusi terhadap produktivitas dan efektivitas Anggota DPR karena kualitas dukungan analitis dan substansi yang diberikan dapat membantu anggota menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Produk kerja yang akurat dan relevan dapat menjadi dasar bagi anggota dalam memahami persoalan, menyusun argumentasi, dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas kedewanan. Dengan demikian, kinerja Tenaga Ahli mempunyai hubungan langsung dengan kualitas dukungan yang diterima anggota DPR. 
Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja Tenaga Ahli belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian kompetensi dengan bidang yang didukung, proses rekrutmen, beban kerja yang tinggi, tekanan waktu, kebutuhan pembaruan pengetahuan, serta belum selalu dimanfaatkannya masukan Tenaga Ahli dalam pengambilan keputusan anggota DPR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja Tenaga Ahli memerlukan perbaikan tidak hanya pada kapasitas individu, tetapi juga pada sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas mereka. 
Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui rekrutmen yang lebih transparan dan berbasis kompetensi serta peningkatan kapasitas secara berkala, khususnya dalam analisis kebijakan dan penyusunan substansi. Tugas Akhir juga merekomendasikan penguatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk kerja. 
Dengan demikian, kinerja Tenaga Ahli DPR RI pada dasarnya telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPR, tetapi masih memerlukan penguatan agar kontribusinya menjadi lebih optimal. Kinerja yang baik ditunjukkan melalui kualitas produk kerja, kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu, kemandirian, kompetensi, serta hubungan kerja yang efektif. Apabila faktor-faktor tersebut didukung oleh sistem rekrutmen berbasis kompetensi, pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, pembagian beban kerja yang proporsional, dan pemanfaatan hasil kerja oleh Anggota DPR, Tenaga Ahli akan semakin efektif sebagai supporting system dalam memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan Tugas Akhir bahwa kualitas dukungan substansi Tenaga Ahli berdampak langsung pada produktivitas dan efektivitas Anggota DPR. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran dan Kinerja Tenaga Ahli DPR RI dalam Mendukung Fungsi Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Ahli DPR RI memiliki peran strategis sebagai bagian dari supporting system dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional DPR. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan keahlian, telaahan, kajian, analisis, data, serta masukan bagi Anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
Kinerja Tenaga Ahli pada dasarnya telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan produktivitas Anggota DPR. Hal tersebut terlihat dari kualitas produk kerja, kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kemandirian, kompetensi, serta kemampuan membangun hubungan kerja dan komunikasi yang baik. Dukungan substansi yang dihasilkan Tenaga Ahli dapat membantu Anggota DPR mempersiapkan bahan rapat, melakukan analisis kebijakan, serta menjalankan tugas kedewanan secara lebih efektif. 
Namun demikian, kinerja Tenaga Ahli belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian latar belakang keilmuan dengan bidang yang didukung, persoalan dalam proses rekrutmen, beban kerja dan tekanan waktu, kebutuhan peningkatan kompetensi, serta belum selalu digunakannya masukan Tenaga Ahli dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, tidak hanya melalui peningkatan kapasitas individu. 
Oleh karena itu, penguatan peran dan kinerja Tenaga Ahli perlu dilakukan melalui rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi, pengembangan kapasitas secara berkala, peningkatan kemampuan analisis kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan beban kerja yang lebih efektif. Dengan langkah tersebut, Tenaga Ahli diharapkan dapat menjalankan fungsi supporting system secara lebih optimal sehingga memberikan kontribusi yang semakin kuat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Kesimpulan ini sejalan dengan Tugas Akhir yang menekankan pentingnya rekrutmen berbasis kompetensi dan pelatihan berkala bagi Tenaga Ahli. 
Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi konstitusional DPR tidak hanya bergantung pada kapasitas Anggota DPR, tetapi juga pada kualitas sistem pendukung yang menyediakan keahlian dan informasi yang diperlukan. Dalam konteks tersebut, Tenaga Ahli memiliki posisi penting dalam memperkuat kualitas pelaksanaan tugas DPR, sementara peningkatan kompetensi dan profesionalitasnya menjadi salah satu unsur penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas lembaga secara keseluruhan.
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